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ABSTRAK

Keberhasilan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi sangat ditentukan oleh
Mediator dibuktikan dengan dibuatnya Kesepakatan Perdamaian diantara para pihak, namun
ternyata kedudukannya berbeda dengan Akta Perdamaian yang dihasilkan melalui mediasi yang
dilaksanakan di dalam pengadilan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk melakukan kajian dan analisa
hukum agar mengetahui landasan hukum terjadinya perbedaan status hukum antara Kesepakatan
Perdamaian dengan Akta Perdamaian, sekaligus untuk menemukan solusi agar status hukum dari
kedua produk perdamaian itu memiliki kekuatan hukum yang sama, yakni berkekuatan hukum tetap.
Penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif,
yakni berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa status hukum Kesepakatan Perdamaian memiliki kedudukan yang sama seperti
perjanjian perdamaian pada umumnya. Akibat yang timbul, apabila salah satu pihak mengingkari
kesepakatan, maka pihak lain dapat mengajukan upaya hukum melalui gugatan ke pengadilan,
sedangkan, status Akta Perdamaian telah memiliki kekuatan hukum yang sempurna, artinya apabila
ada pihak yang mengingkari maka pihak lain yang dirugikan tinggal melakukan permohonan
eksekusi ke pengadilan. Berdasarkan ketentuan hukum dalam UU No. 30 Tahun 1999 dan Perma
No. | Tahun 2016 terdapat upaya hukum agar Kesepakatan Perdamaian dapat ditingkatkan status
hukumnya menjadi Akta Peramaian melalui gugatan, sedangkan dalam praktek peningkatan status
hukum tersebut dapat dilakukan melalui metode hybrid Arb-Med.

Kata Kunci: Akta Kesepakatan Perdamaian; Mediator.

ABSTRACT

The success of dispute resolution out of court through mediation is largely determined by the Mediator
as evidenced by the making of a Peace Agreement between the parties. However, it turns out that
the position is different from the Peace Deed which was produced through mediation carried out
in court. The purpose of this article is to conduct a study and legal analysis in order to find out the
legal basis for the difference in legal status between the Peace Agreement and the Peace Deed, as
well as to find a solution so that the legal status of the two peace products has the same legal force,
namely permanent legal force. The writing of this article uses a descriptive analysis method with
a normative juridical approach, namely based on a study of the applicable laws and regulations.

The results of the study indicate that the legal status of the Peace Agreement has the same position
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as the peace agreement in general. As a result, if one of the parties reneges on the agreement, the
other party can file a legal action through a lawsuit to the court. Meanwhile, the status of the Peace
Deed has perfect legal force, meaning that if there is a party who denies it then the other party who
is harmed just needs to apply for execution to the court. Based on the legal provisions in Law no.
30 of 1999 and Perma No. 1 of 2016 there are legal efforts so that the Peace Agreement can be
upgraded to a Deed of Peace through a lawsuit, while in practice the increase in legal status can
be done through the Arb-Med hybrid method.

Keywords: Deed; Mediator, Peace Agreement

LATAR BELAKANG

Pergaulan hidup diantara sesama anggota masyarakat tentunya mengharapkan adanya
suasana yang penuh kedamaian. Suasana demikian hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum
telah terbukti mencapai tujuannya, yakni terwujudnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan
bagi masyarakat itu sendiri. Namun dengan perkembangan masyarakat dan pertumbuhan
ekonomi yang semakin pesat, sering diikuti dengan persengketaan yang terjadi diantara

sesama anggota masyarakat.

Persengketaan yang terjadi dapat diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa
yang dilakukan melalui litigasi dan nonlitigasi. Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian
sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum. Sedangkan
nonlitigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan yang pada

umumnya sering menggunakan pendekatan musyawarah dan kekeluargaan.

Hadirnya lembaga penyelesaian sengketa tentu sangat diharapkan mampu menyelesaikan
setiap permasalahan dan persengketaan secara efektif dan efisien. Hal ini disebabkan karena
pada kenyataannya keberadaan lembaga peradilan sebagai benteng terakhir untuk mencari
keadilan dalam rangka menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi sebagaimana
asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan hingga saat ini dirasakan jauh dari
kenyataan yang diharapkan. Sebenarnya maksud dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan
adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk
menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama dan tanpa prosedur yang rigid
serta dengan biaya yang murah. Namun fakta yang dirasakan masyarakat justru sebaliknya.
Selain itu, putusan yang diambil oleh hakim belum tentu benar-benar adil karena hakim
biasanya hanya memiliki pengetahuan umum atas suatu perkara. Putusan yang dihasilkan di
Pengadilan Negeri masih dapat diajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke
Mahkamah Agung. Itulah sebabnya penyelesaian sengketa melalui litigasi membutuhkan waktu
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yang lama. Kondisi demikian menjadi salah satu penyebab munculnya upaya penyelesaian

sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi) atau Alternative Dispute Resolution (ADR).

Masyarakat Indonesia sejak dulu sudah mengenal suatu proses penyelesaian sengketa
di luar pengadilan yang secara filosofis sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia. Hal ini
sesuai dengan makna yang terkandung dalam Sila keempat Pancasila, yakni: “Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan”. Dalam
penyelesaian sengketa berasas pada musyawarah mufakat, asas ini merupakan nilai tertinggi
yang dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) dan

sejumlah perundang—undangan di bawahnya.

Prinsip musyawarah mufakat merupakan nilai dasar yang digunakan para pihak yang
bersengketa dalam menemukan solusi atas setiap persengketaan terutama di luar pengadilan.
Nilai musyawarah mufakat terkonten dalam sejumlah bentuk alternatif penyelesaian sengketa
di luar pengadilan seperti mediasi. Sesungguhnya, proses penyelesaian sengketa dengan cara
mediasi tiada lain adalah sesuai dengan landasan filosofis bangsa Indonesia yaitu kekeluargaan.
Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, “Perekonomian disusun

sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”.

Penyelesaian sengketa dengan musyawarah kekeluargaan dimaksud, bagi masyarakat
Indonesia selalu dijadikan upaya yang didahulukan dalam menyelesaikan setiap persengketaan.
Bagi masyarakat dikalangan pengusaha (pebisnis), musyawarah untuk mufakat dijadikan
sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan baik dengan cara arbitrase
maupun mediasi, yang selalu menjadi pilihan utama yang dituangkan dalam suatu kontrak

atau perjanjian bisnis yang dibuatnya.

Mediasi sebagai salah satu cara dalam penyelesaian sengketa telah diakui eksistensinya
dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya
penyelesaian sengketa dalam lingkup hukum keperdataan. Beberapa ketentuan hukum yang
berlaku dan mengatur mengenai upaya penyelesaian sengketa, diantaranya terdapat dalam
UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan
Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma
Mediasi).

Fungsi hukum yang selama ini dikenal, yakni hukum sebagai sarana pengendali
masyarakat (social control), sebagai alat perekayasa sosial (a tool of social enginering).!
Namun hukum juga dijadikan sebagai sarana menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa

dapat dilakukan di dalam dan di luar pengadilan (litigasi dan non-litigasi), salah satunya

I Ahmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 70.
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adalah mediasi. Mediasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan
melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka (1)
Perma Mediasi, yaitu “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.”

Berdasarkan ketentuan, tujuan dilaksanakannya mediasi, diataranya adalah untuk
menyelesaikan sengketa tanpa harus diputus oleh pengadilan. Hasil analisis hukum yang
didukung dengan data pendukung yang diperoleh dari narasumber menunjukkan bahwa
adanya itikad baik baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa merupakan syarat utama
tercapainya keberhasilan mediasi, yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Perdamaian.
Namun, perdamaian tersebut masih dimungkinkan untuk terjadinya perbedaan pendapat atau
sengketa lainnya. Manakala para pihak menginginkan agar Kesepakatan Perdamaian tersebut
memiliki kekuatan hukum yang sama seperti Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap, maka harus diajukan gugatan ke pengadilan. Hal inilah yang menjadi permasalahan ketika
keinginan para pihak untuk meningkatkan status hukum kesepakatan harus diajukan dengan
gugatan ke pengadilan. Padahal, dalam perkara gugatan mensyaratkan adanya sengketa dan
2 pihak, yakni Penggugat melawan Tergugat (Contentius Juridiction). Hal ini mengakibatkan
terjadinya pemasalahan baru, yakni pihak mana atau siapa yang akan berkedudukan sebagai
Penggugat atau sebaliknya sebagai Tergugat. Kondisi demikian dapat menimbulkan potensi

terjadinya konflik atau sengketa baru di antara para pihak pasca dibuatnya kesepakatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam tulisan ini yang
memerlukan kajian dan analisa, yakni: bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang
upaya penyelesaian sengketa melalui prosedur mediasi menurut hukum yang berlaku di
Indonesia.? Dan bagaimana status hukum Kesepakatan Perdamaian yang dihasilkan Mediator
di luar pengadilan menurut hukum positif? serta bagaimana upaya hukum peningkatan status
Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian (Acta van Dading) sehingga dapat

memiliki kekuatan hukum yang tetap?.

PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Tentang Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui

Prosedur Mediasi Menurut Hukum Yang Berlaku di Indonesia

Manusia merupakan bagian dari masyarakat, maka manusia memerlukan interaksi antara

yang satu dengan yang lain sehingga timbul hubungan hukum. Dalam melakukan sesuatu
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manusia harus bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat. Masyarakat adalah orang yang

hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.?

Terjadinya hubungan hukum antar sesama manusia menimbulkan peristiwa hukum
yaitu peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan
oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum.3 Hubungan hukum yang dapat menimbulkan
akibat hukum tersebut pada kenyataannya tidak jarang menimbulkan sebuah sengketa. Suatu
sengketa haruslah diselesaikan oleh para pihak untuk memulihkan hubungan hukum sehingga
hak dan kewajiban dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penyelesaian sengketa juga

bertujuan untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya.

Pada saat ini, dalam penerapan hukum yang berlaku di Indonesia dikenal adanya dua
jenis penyelesaian sengketa, yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah suatu sengketa
yang proses penyelesaiannya dilakukan di dalam pengadilan, sedangkan non litigasi adalah
suatu sengketa yang proses penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan, yang lazim disebut
alternatif penyelesaian sengketa atau alterative dispute resolution (ADR), dengan cara selain

arbitrase, juga dapat dilakukan dengan cara negosiasi, konsiliasi, atau mediasi.*

Penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan atau disebut nonlitigasi.
Ketentuan nonlitigasi diantaranya diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999). Penyelesaian sengketa
melalui nonlitigasi ini dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dan hasil penyelesaian
konflik atau sengketa secara kekeluargaan. Kelebihan dari nonlitigasi yaitu kerahasiaan
sengketa para pihak, dapat terhindar dari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural
dan administratif, para pihak dapat memilih pihak ketiga yang berpengalaman sesuai dengan
latar belakang masalah. Namun, terdapat kelemahan dari nonlitigasi yaitu kesepakatan yang
dibuat oleh para pihak tidak bersifat eksekutorial. Dalam penyelesaian sengketa melalui

nonlitigasi terdapat beberapa bentuk penyelesaian salah satunya adalah mediasi.

Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad baik” dimana para pihak yang
bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan
diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Melalui
kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui
suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak

yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.’

2 Solo Sumardjan, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Graha Ilmu, Tanggerang, h. 7.

3 Achmad Ali, Op.cit,. h. 171.

4Dedy Mulyana, ‘Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif”, 2019, Vol. 3, No. 2,
Jurnal Wawasan Yuridika, h.184.

5 Mardalena Hanifah, ‘Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan’,
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Mediator sebagai pihak ketiga yang netral atau “penengah” yang tugasnya hanya
membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak
mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator
disini hanya bertindak sebagai fasilisator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik
temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan
dituangkan sebagai kesepakatan bersama pengambilan keputusan tidak berada ditangan
mediator, tetapi ditangan para pihak yang bersengketa. Sedangkan pemutusan perkara, baik
melalui pengadilan maupun arbitrase, bersifat formal, memaksa, melihat kebelakang, berciri
pertentangan dan berdasar hak-hak. Artinya, bila para pihak me-litigasi suatu sengketa, proses
pemutusan perkara diatur ketentuan-ketentuan yang ketat dan suatu konklusi pihak ketiga
menyangkut kejadian-kejadian yang lampau dan hak serta kewajiban legal masing-masing

pihak akan menentukan hasilnya.

Proses mediasi ini sudah dikenal jauh sebelum kemerdekaan, dimana seseorang yang
terlibat dalam persengketaan, cara menyelesaikannya melalui cara damai dan melibatkan pihak
ketiga, biasanya tokoh agama, tokoh masyarakat atau pimpinan adat. Penggunaan mediasi
sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dengan damai dilatarbelakangi oleh banyak
faktor, seperti kecenderungan manusia untuk menyelesaikan masalahnya dengan win-win
solution, karena proses di pengadilan yang mahal dan lama serta perkara yang menumpuk

dan kadang menimbulkan masalah yang lebih panjang.

Penyelesaian damai terhadap sengketa atau konflik sudah ada sejak dahulu. Menurut
mereka hal ini dipandang lebih baik dari pada penyelesaian dengan cara kekerasan atau
bertanding (contentious). Di Indonesia penyelesaian sengketa dengan cara damai telah
dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka. Seperti penyelesaian masalah melalui Forum
Runggun Adat dalam masyarakat Batak, pada intinya forum ini menyelesaikan masalah dengan
musyawarah dan kekeluargaan. Di Minangkabau, penyelesaian sengketa melalui lembaga
hakim perdamaian yang mana hakim tersebut sebagai mediator atau fasilitator. Demikian pula
di Jawa, penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh tokoh

masyarakat atau tokoh agama.

Mengacu pada fakta di atas mediasi secara filosofis merupakan implementasi dari
pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dalam Sila keempat Pancasila, yakni:
“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.
Dapat dipahami bahwa dalam penyelesaian sengketa berasas pada musyawarah mufakat, asas

ini merupakan nilai tertinggi yang dijabarkan lebih lanjut dalam UUD 1945 dan sejumlah

2016, Vol. 2, No. 1, Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper, h. 3.
6 Ibid., h. 4.
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peraturan perundangan dibawahnya, diantara yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 3 ayat
(2) UU No 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2004 dan
terakhir diubah dengan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

(UU Kekuasaan Kehakiman) yakni, “Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum

dan keadilan berdasarkan Pancasila”. Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia prinsip

musyawarah mufakat yang berujung damai juga dilakukan dilingkungan peradilan, terutama

penyelesaian sengketa perdata.’

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis untuk menerapkan

mediasi baik di luar maupun di pengadilan, sebagai berikut:

a.

Het Herziene Inlandsch Reglement, disingkat HIR (S. 1941:44).

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda melalui Het Herziene Inlands Reglement

atau disengkat HIR, penyelesaian sengketa dengan cara damai sudah diperkenalkan. Isi

ketentuan dalam Pasal 130 HIR yakni, sebagai berikut:

(1) Jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan
negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka.

(2) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang,
diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum
akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, serta mana akan berkekuatan dan akan
dijalankan sebagai putusan yang biasa.

(3) Keputusan yang demikian tidak dijalankan di banding.

(4) Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai
seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disingkat KUHPerdata merupakan terjemahan

dari Burgerlijk Wetboek, disingkat BW (S. 1847:23). Kumpulan peraturan dalam ruang

lingkup keperdataan yang merupakan produk pemerintahan Hindia Belanda, namun
hingga saat ini masih berlaku sebagai hukum positif. Dalam Pasal 1851 KUHPerdata

menyebutkan tentang lembaga perdamaian, yakni:

“Perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan
menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara

yvang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.”

7 Syahrizal Abbas, 2011, Mediasi dalam Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional, Kencana, Jakarta,

h. 285.



26

JHAPER: Vol. 8, No. 1, Januari — Juni 2022: 18 — 37

Undang-undang dalam bidang Perkawinan

Peraturan perundang-undangan dalam bidang perkawinan (Islam) yang didalamnya
mengatur tentang penyelesaian sengketa secara mediasi, disebutkan dalam pasal-pasal
sebagai berikut: 1) Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
2) Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
3) Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan 4) Pasal 115, 131 ayat (2),
Pasal 143 ayat (1) dan (2) dan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan dalam pasal-pasal diatas pada pokoknya menyebutkan bahwa hakim harus
mendamaikan para pihak yang berpekara sebelum putusan dijatuhkan. Usaha mendamaikan
ini dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan, dalam upaya mendamaikan ini hakim
wajib menghadirkan pihak didengar keterangannya dan meminta bantuan mereka agar
kedua belah pihak itu rukun dan damai kembali. Jika upaya gagal maka barulah dilakukan
penyelesaian hukum secara litigasi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian
Sengketa.

Ketentuan di dalam Pasal 1 angka (10) UU No. 30 Tahun 1999, yang menyatakan:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau
beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian
sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi

atau penilaian ahli’.

Peraturan Mahkamah Agung RI.

Dalam perkembangannya Mahkamah Agung Republik Indonesia telah berupaya untuk

memberdayakan pasal-pasal tersebut awalnya telah mengeluarkan SEMA No 1 Tahun

2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR dan 154 Rbg,

yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun

2003 yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 dan

yang terakhir disempurnakan kembali menjadi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun

2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Perma Mediasi).

Perbedaan yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 dibandingkan dengan Perma No.

1 Tahun 2008, sebagai berikut:?

1) PERMA No. 1 Tahun 2016 membuka peluang bagi pegawai pengadilan di luar
Hakim untuk bertindak selaku mediator. Pegawai pengadilan dimaksud adalah

Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, calon Hakim

8 Kelompok Kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia, op.cit, h. 66.
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dan pegawai lainnya. Kedudukannya disamakan dengan mediator nonhakim yang
harus memiliki sertifikat untuk dapat menjalankan fungsi mediator.

Pengaturan lebih rinci mengenai perkara-perkara yang tidak wajib di mediasi.
Pengaturan tentang alasan-alasan yang sah tidak menghadiri mediasi untuk kemudian
dapat diwakilkan kepada Kuasa Hukum. Alasan-alasan tersebut adalah kondisi
kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan
surat keterangan dokter, di bawah pengampunan, mempunyai tempat tinggal,
kediaman atau kedudukan di luar negeri, dan menjalankan tugas negara, tuntutan
profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Pengaturan tentang iktikad baik dalam mediasi, meliputi kriteria tidak beriktikad
baik, bentuk sanksi jika Penggugat tidak beriktikad baik, bentuk sanksi jika Tergugat
tidak beriktikad baik, bentuk sanksi jika Penggugat dan Tergugat tidak beriktikad
baik, mekanisme penetapan pihak atau para pihak yang tidak beriktikad baik dan
mekanisme pelaksanaan sanksi.

Menambah kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjelaskan tentang
prosedur mediasi dan penandatanganan formulir terkait penjelasan mediasi serta
kesiapan untuk beriktikad baik dalam menempuh mediasi. Meskipun dalam
PERMA sebelumnya pengaturan ini telah dibuat, namun cakupan penjelasan dan
penandatanganan formulir tidak diatur.

Pengaturan tentang kewajiban kuasa hukum terhadap prinsipal yang akan menempuh
mediasi serta keharusan adanya surat kuasa yang menyatakan kewenangan untuk
mengambil keputusan apabila principal tidak dapat menghadiri mediasi dengan
alasan yang sah.

Pengaturan tentang ruang lingkup pembahasan dalam pertemuan mediasi yang tidak
hanya mencakup hal-hal yang tertuang dalam posita dan petitum gugatan serta tata
cara yang harus ditempuh oleh Para Pihak apabila mediasi menghasilkan kesepakatan
di luar konteks posita dan petitum gugatan.

Perubahan lama waktu mediasi wajib dilaksanakan dari sebelumnya diatur selama 40
hari menjadi 30 hari. Perubahan juga dilakukan terhadap lama waktu perpanjangan
mediasi dari sebelumnya hanya 14 hari menjadi 30 hari.

Perubahan nomenklatur hasil mediasi yang dikerucutkan menjadi tiga, yakni mediasi
berhasil, mediasi tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Dalam
PERMA sebelumnya terdapat empat istilah hasil mediasi, yakni mediasi berhasil,
mediasi tidak berhasil, mediasi gagal, dan mediasi tidak layak. Dua istilah yang
terakhir digabungkan dan diubah menggunakan istilah baru yakni mediasi tidak
dapat dilaksanakan.
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10) Pengaturan kewenangan Hakim Pemeriksa Perkara terhadap kesepakatan perdamaian
yang hendak dikuatkan menjadi akta perdamaian. Selain memiliki kewenangan untuk
menelaah, Hakim Pemeriksa Perkara juga berwenang memberikan saran perbaikan
atas suatu kesepakatan perdamaian. Pengaturan kewenangan ini tidak hanya berlaku
pada mediasi yang dilaksanakan di pengadilan, tetapi juga mediasi di luar pengadilan
yang kesepakatan perdamaiannya akan dimohonkan untuk dikuatkan di pengadilan
dengan akta perdamaian.

11) Diperkenalkannya kesepakatan sebagian (partial settlement) sebagai hasil mediasi
dan masuk dalam kategori mediasi yang berhasil serta tata cara menyelesaikan
sebagian lainnya yang belum disepakati melalui mediasi. Kesepakatan sebagian
ini dapat berupa kesepakatan sebagian pihak (subyek) dan kesepakatan sebagian
permasalahan (obyek).

Perubahan pengaturan tentang mediasi pada tahap upaya hukum. Jika dalam Perma
sebelumnya, keterlibatan pengadilan dalam proses mediasi dimulai semenjak para pihak
menyatakan keinginannya untuk menempuh perdamaian hingga penunjukan mediator dan
pelaksanaan mediasi, maka dalam Perma Medaisi yang baru tidak lagi diatur mengenai proses
tersebut. Dalam Perma Mediasi hanya diatur apabila para pihak mencapai kesepakatan selama

proses upaya hukum (banding, kasasi, dan peninjauan kembali).

Memperhatikan dari segi fungsi hukum, yang selama ini hukum sebagai sarana pengendali
masyarakat (social control), sebagai alat perekayasa sosial (a tool of social enginering).’
Namun hukum juga dijadikan sebagai sarana menyelesaikan sengketa, termasuk dalam hal ini
hukum positif sebagai dasar pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi sebagaimana
telah diuraikan di atas. Semua ketentuan di atas adalah merupakan hukum positif. Artinya
kesemua bentuk produk hukum itu dibuat resmi sebagai peraturan perundang-undangan.
Maka hukum mempunyai kekuatan untuk dipaksakan berlakunya negara, dengan demikian
mediasi merupakan lembaga hukum yang harus dilaksanakan baik oleh lembaga peradilan

khususnya maupun di luar jalur peradilan dalam penyelesaian sengketa.

2. Kedudukan Hukum Kesepakatan Perdamaian Oleh Mediator di Luar Pengadilan

Menurut Hukum Positif

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang biasa
digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kemudian dengan perkembangan

peradaban manusia berkembang pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan.!®

? Ahmad Ali, Op.cit h. 70.
10 Sudikno Mertokusumo, 2013, Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi, Cahaya Atma Pusaka,
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Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang
bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan
suatu putusan “win lose solution”. Adanya pihak yang menang dan kalah tersebut berdampak
disatu pihak merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas. Hal demikian dapat menimbulkan
suatu persoalan baru diantara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian
sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal. Sedangkan proses
penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang “win-win solution”.
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilaksanakan melalui musyawarah diantara para
pihak sehingga dapat menghasilkan keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua
belah pihak. Selain itu keputusan yang dihasilkan dapat menjamin kerahasiaan sengketa para
pihak karena tidak sebagaimana adanya kewajiban dalam proses persidangan yang terbuka
untuk umum. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan Alternative
Dispute Resolution (ADR).!!

Proses penyelesaian sengketa melalui ADR bukanlah sesuatu yang baru dalam nilai-nilai
budaya bangsa Indonesia. Mengingat jiwa dan sifat masyarakat Indonesia dikenal dengan
sifat kekeluargaan dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Di berbagai suku bangsa
di Indonesia biasanya menggunakan cara penyelesaian musyawarah dan mufakat untuk

mengambil keputusan.!?

Ketentuan yang terdapat dalam Perma Mediasi dapat diketahui bahwa mediasi wajib
dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara perdata di pengadilan yang dilakukan pada
hari sidang pertama. Mediasi dilakukan agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa diantara
mereka dengan perdamaian. Penegasan mediasi disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) yakni;
“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh

kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.”

Mediasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan
pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada
perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian melalui
mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama.!3 Mediasi mempunyai dua
tahapan, yaitu tahap pra mediasi dan tahapan proses mediasi. Para pihak wajib menempuh

proses mediasi dengan itikad baik. Salah satu pihak dapat mundur apabila pihak lawan

Yogyakarta, h. 7.

1 Rachmadi Usman, 2003, Pilihan Sengketa di Luar Pengadilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 3.

12 Suyud Margono, 2004, ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia,
Bogor, h. 38.

13 Syahrizal Abbas, Op.cit, h. 24.
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menempuh mediasi dengan tidak itikad baik, hal ini sesuai dengan apa yang dituangkan dalam

Pasal 7 Perma Mediasi.

Penjelasan dalam Pasal 27 Perma Mediasi, disebutkan apabila para pihak berhasil
melakukan mediasi dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan
yang dicapai dan sebelum ditandatangani oleh para pihak, mediator memeriksa kembali materi
kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum
atau tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, kedudukan atau status hukum kesepakatan
perdamaian yang dihasilkan melalui mediasi di luar pengadilan tidak berkekuatan hukum
yang pasti, namun hanya merupakan kontrak biasa, dalam hal ini Perjanjian Perdamaian.
Kekuatan hukumnya hanya memiliki kekuatan mengikat dan kekuatan pembuktian tetapi
tidak memiliki kekuatan eskekutorial.!* Para pihak dengan itu harus menaikan status dari
kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian supaya dapat berkekuatan hukum yang
pasti dan bersifat eksekutorial. Kesepakatan perdamaian yang akan dikuatkan menjadi akta
perdamaian haruslah melalui pengadilan karena hal ini sudah dijelaskan dalam Pasal 36 ayat
(1) Perma Mediasi. Kesepakatan perdamaian yang tidak dikuatkan menjadi akta perdamaian
meskipun hanya sebagai kontrak biasa tetapi dapat dijadikan pegangan bagi para pihak, karena

para pihak sudah menyetujui satu sama lain. !

Mengacu pada gambaran di atas, bahwasannya para pihak sudah berdamai dan mendapatkan
kesepakatan perdamaian yang dilakukan dengan mediator bersertifikat. Namun statusnya yang
tidak memiliki kekuatan eksekutorial, maka para pihak berkeinginan untuk menaikan status
kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian. Keinginan para pihak terbentur dengan
prosedural yang mengharuskan kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan melalui pengadilan

dengan cara mengajukan gugatan (vide, Pasal 36 ayat (1) Perma Mediasi).

Meskipun kedudukan kesepakatan perdamaian yang dihasilkan dari proses mediasi di
luar pengadilan hanya sebagai kontrak biasa tetapi sesungguhnya itu semua sudah cukup
dan bersifat finality.'® Berbeda dengan kesepakatan yang dihasilkan melalui proses mediasi
di pengadilan kesepakatan perdamaian tersebut secara otomatis dapat dimohonkan untuk
dikuatkan oleh majelis hakim dengan syarat kesepakatan perdamaian tersebut sesuai dengan
ketentuan Pasal 27 ayat (2) Perma Mediasi. Hal ini sesuai dengan asas yang berlaku, semua

jenis kesepakatan perdamaian dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian.

Kesepakatan perdamaian dalam hal tidak memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Perma

Mediasi. Dalam kondisi tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memberikan petunjuk

14 Wirjono Projodikoro, 1980, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, h. 14.
15 Notulensi Wawancara dengan Executive Director dan Mediator Pusat Mediasi Nasional Jakarta, 9 Mei 2017.
16 Ibid.
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kepada para pihak tentang hal yang harus diperbaiki. Karena terbatasnya waktu penyelesaian
pengajuan akta perdamaian ini, maka para pihak wajib segera memperbaiki dan menyampaikan
kembali hasil kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki kepada Majelis Hakim Pemeriksa
Perkara dengan tetap memperhatikan tenggang waktu penyelesaian pengajuan akta perdamaian

yaitu, 14 hari.

Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh akta perdamaian dari kesepakatan perdamaian
yang dihasilkan melalui Mediator di luar pengadilan paling lama 14 hari terhitung sejak gugatan
didaftarkan, akta perdamaian atas gugatan untuk menguatkan kesepakatan perdamaian harus
diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang terbuka untuk umum. Salinan akta
perdamaian wajib disampaikan kepada para pihak pada hari yang sama dengan pengucapan
akta perdamaian. Selanjutnya, menurut ketentuan hukum, putusan tersebut bersifat final
dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) Jo. Pasal 60 UU No. 30 Tahun
1999. sehingga sejatinya, Kesepakatan tersebut memilki salah satu ciri dari kedudukan dan/
atau status kekuatan hukum sebagaimana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) artinya, tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum

lainnya serta memiliki kekuatan eksekutorial.

3. Proses Peningkatan Status Kesepakatan Perdamaian Menjadi Akta Perdamaian

Sehingga Dapat Memiliki Kekuatan Hukum Yang Tetap

Dimasukannya prosedur perdamaian ke dalam sistem peradilan didasarkan pada pasal
130 HIR/154 RBg dimana dijelaskan hakim wajib menganjurkan para pihak yang berperkara
untuk menempuh prosedur perdamaian terlebih dahulu. Dalam pasal 1851 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dapat diketahui bahwa perdamaian memiliki beberapa
syarat agar dapat disebut sah, yang salah satunya adalah dituangkannya hasil perdamaian

dalam bentuk tertulis.!”

Para Pihak dalam hal mencapai kesepakatan melalui proses mediasi, yang harus dilakukan
oleh mediator adalah membantu para pihak merumuskan kesepakatan yang dicapai untuk
dituangkan dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam merumuskan kesepakatan perdamaian, Kesepakatan
perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang:

a. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
b. Merugikan pihak ketiga;
c. Tidak dapat dilaksanakan;

17 Susanti Adi Nugroho, 2009, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, h. 37.
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Para pihak yang telah setuju berdamai harus menuangkan kesepakatannya dalam
kesepakatan perdamaian, yang dapat dilakukan selanjutnya para pihak dapat menyepakati
apakah akan menindak lanjuti kesepakatan perdamaian tersebut dalam bentuk akta perdamaian
atau cukup dengan kesepakatan perdamaian. Jika para pihak hanya sampai mendapatkan
kesepakatan perdamaian, berarti kesepakatan tersebut akan dilaksanakan secara sukarela
berdasarkan kesepakatan bersama. Jika para pihak memilih untuk menguatkannya dengan akta
perdamaian, maka apabila ada yang tidak mau melaksanakannya secara sukarela dapat diajukan
permohonan eksekusi ke pengadilan. Ini berarti jika kesepakatan perdamaian dikuatkan dengan
akta perdamaian akan melekat padanya kekuatan eksekutorial. Hal ini sesuai dengan Pasal

36 ayat (1) Perma Mediasi yang menyebutkan, sebagai berikut:

“Para pihak dengan bantuan atau bantuan mediator bersertifikat yang berhasil
menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat
mengajukan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan yang berwenang untuk

memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa meskipun sudah terjadi perdamaian, untuk menjadikan
kesepakatan perdamaian memperoleh kekuatan hukum seperti akta perdamaian harus dilakukan
dengan cara seolah-olah bersengketa lagi. Hal demikian berkonsekuensi para pihak diharuskan
mengajukan gugatan ke pengadilan. Ini dirasakan tidak sesuai dengan prosedur mediasi yang
dari awal sudah melalui nonlitigasi, namun mengapa pada saat akan menaikan status menjadi

akta perdamaian harus dilakukan lagi seolah-olah para pihak bersengketa kembali.

Perma Mediasi tidak menjelaskan dalam hal mengajukan gugatan untuk mendapatkan
akta perdamaian, siapa yang menjadi penggugat dan siapa yang menjadi tergugat. Padahal,
kedua belah pihak sudah berdamai seharusnya tidak perlu mengajukan gugatan kembali tetapi
harus ada cara lain yang sesuai dengan proses mediasi di luar pengadilan supaya kesepakatan
perdamaian yang dihasilkan dapat berkekuatan hukum yang tetap seperti akta perdamaian

yang dihasilkan dari mediasi di pengadilan.

Adabeberapa cara yang dapat ditempuh para pihak untuk meningkatkan status kesepakatan
perdamaian selain dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan, yaitu melalui:!8
1. AktaNotarial, sudah tidak harus dibuktikan lagi bahwa memang para pihak menandatangani
naskah karena sudah dianggap bukti otentik tetapi belum mempunyai kekuatan hukum
eksekutorial yang memaksa. Apabila ingin mempunyai kekuatan hukum eksekutorial

yang memaksa harus dibuat menjadi putusan perdamaian.

18 Wawancara dengan Executive Director Pusat Mediasi Nasional Jakarta, pada tanggal 9 Mei 2017.
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2. Arbitration Award, bisa dibawa ke arbitrase apabila ada klausula penyelesaian sengketanya
melalui arbitrase dan dikukuhkan menjadi arbitral award atau putusan arbitrase. Arbitral
award mempunyai kekuatan hukum eksekutorial memaksa. Karena terdapat irah-irah

atau kepala putusan.

Menurut undang-undang yang termasuk alternatif penyelesaian sengketa adalah metode
penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau
penilaian ahli. Telah berkembang suatu metode alternatif penyelesaian sengketa baru yang
menggabungkan dua metode penyelesaian sengketa menjadi satu proses penyelesaian, metode

ini dinamakan metode Hybrid.

Salah satu contoh bentuk hybrid process yaitu gabungan mediasi-arbitrase dan arbitrase-
mediasi. Mediasi-arbitrase, atau disingkat Med-Arb menggabungkan kelebihan mediasi dan
arbitrase menjadi satu, melalui dua langkah gabungan. “Med/Arb Combines the best features of
mediation and arbitration into a single, two-step hybrid process”. Penyelesaian sengketa lebih
dulu dicoba melalui cara mediasi. Jika cara ini berhasil, proses selesai dan hasil kompromi
menjadi putusan arbitrase. Akan tetapi, bila mediasi gagal, proses dilanjutkan melalui cara
penyelesaian arbitrase dan putusannya bersifat langsung, final dan mengikat. Sementara
Arbitrase-Mediasi (Arb-Med) adalah kebalikan proses Med-Arb.!?

Pengakuan dan pelaksanaan hybrid mediasi dan arbitrase pada dasarnya sama dengan
pelaksanaan putusan arbitrase biasa, baik itu terhadap putusan arbitrase yang nasional maupun
yang internasional. Hal ini karena proses mediasi-arbitrase terbentuk karena adanya kombinasi
untuk menutupi kekurangan dari proses mediasi, yang sifatnya bukan putusan akan tetapi
kesepakatan para pihak. Kekuatan hukum dari kesepakatan para pihak ini tentunya akan
sangat kurang. Oleh karena itu hasil akhir dari proses 4ybrid arbitrase dan mediasi ini adalah
putusan akhir yang disebut “award’ sehingga pelaksanaan putusan dari proses ini sama dengan

pelaksanaan putusan arbitrase biasa.?”

Perkembangan penyelesaian sengketa melalui mediasi yang terjadi di masyarakat, yakni
dikenal adanya proses /hybrid dalam penyelesaian sengketa, khususnya dengan cara mediasi
— arbitrase. Sejauh ini hasil mediasi berupa Kesepakatan Perdamaian yang dilaksanakan
dalam proses hybrid tersebut sama halnya dengan hasil dari proses penyelesaian dengan cara
Arbitrase, yang menghasilkan Putusan Arbitrasi. Dengan kata lain kombinasi penyelesaian yang

demikian akan menghasilkan Kesepakatan perdamaian seperti hal nya putusan Arbitrase yang

19'Suyud Margono, Op.cit, h. 79.

20 Meiria Utama, Meria and Romsan, A. and Zulhidayat, Zulhidayat, 2010, Penyelesaian Konflik Perbatasan melalui
Tehnik Hybrid ADR Di Provinsi Sumatera Selatan Pengembangan Model Hybrid Arbitrase Mediasi dengan Uji Coba Di
Kabupaten Muara Enim dengan Ogan llir dan Kabupaten Musi Rawas dan Lubuk Linggau, Sriwijaya University Institutional
Repository, h. 38.



34 JHAPER: Vol. 8, No. 1, Januari — Juni 2022: 18 — 37

memiliki irah-irah: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang artinya
Kesepakatan Perdamaian tersebut secara hukum telah memiliki kekuatan hukum yang pasti.
Selanjutnya, dengan mengikuti proses sebagaimana di atur dalam Pasal 6 ayat (7) jo. Pasal
60 UU No. 30 Tahun 1999, maka Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat dapat ditingkatkan
statusnya sebagaimana Akta Perdamaian (Acta van Dading), yaitu dengan cara mengajukan
Pendaftaran putusan Kesepakatan Perdamaian tersebut ke pengadilan negeri dengan cara

mendaftarkannya sesuai prosedur yang ditentukan dalam UU No. 30 Tahun 1999.

Sejauh ini dalam praktek penyelesaian sengketa yang berhasil dibuktikan dengan
Kesepakatan Perdamaian ternyata lebih ditaati oleh para pihak dibandingkan dengan hasil
pemeriksaan di pengadilan berupa putusan pengadilan. Kunci utama keberhasilan mediasi,
yakni para pihak memiliki itikad baik untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian dimaksud.
Namun mengingat, proses peningkatan Kesepakatan perdamaian untuk ditingkatkan menjadi
Akta Perdamaian, yang secara normatif harus diajukan melalui suatu gugatan sebagaimana
dimaksud Pasal 36 Perma Mediasi. Pada kenyataannya sulit untuk dilaksanakan oleh para
pihak. Mengingat hal tersebut, sesungguhnya upaya peningkatan tersebut dapat dilakukan
dengan cara lain selain gugatan, yaitu melalui proses hybrid, khususnya dengan cara mediasi
— arbitrase dengan hanya melakukan pendaftaran atas Kesepakatan Perdamaian dimaksud
ke pengadilan negeri. Namun demikian tentunya harus pula sebelumnya disepakati oleh
para pihak mengenai prosedur penyelesaian yang sejauh ini baru bisa diterapkan melalui
ketentuan UU No. 30 Tahun 1999. Sehingga demikian, sangat diperlukan adanya ketegasan dan
pengaturan mengenai proses hybrid Mediasi-arbitrase dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

PENUTUP

Ketentuan hukum Mediasi telah diatur selain di dalam Pasal 130 HIR, juga ditentukan
dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
serta diatur tersendiri di dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Mediator
menjadi kunci keberhasilan dalam proses mediasi yang menghasilkan Kesepakatan Perdamaian
bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Kedudukan Kesepakatan Perdamaian (Perjanjian
Perdamaian), secara normatif telah mengakhiri persengketaan atau final and binding (terakhir
dan mengikat), sesuai Pasal 6 ayat (7). Jo. Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 dan Pasal 1851

KUHPerdata. Namun, ternyata terdapat perbedaan status kekuatan hukum antara Kesepakatan
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Perdamaian yang dihasilkan oleh Mediator di dalam pengadilan dengan yang dihasilkan
Mediator diluar pengadilan.

Kesepakatan Perdamaian yang diperoleh melalui mediasi di dalam pengadilan dengan
bantuan Mediator akan dapat langsung ditingkatkan statusnya menjadi Putusan Perdamaian
atau Akta Perdamaian (Acta van Dading), yang kedudukannya sama seperti putusan yang
diperoleh melalui persidangan biasa serta memiliki irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bahkan berkekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan
eksekutial. Berbeda halnya dengan Kesepakatan Perdamaian yang dihasilkan Mediator
di luar pengadilan, yang tidak memiliki irah-irah dimaksud dan tidak memiliki kekuatan

eksekutorial.

Proses peningkatan status hukum Kesepakatan Perdamaian diluar pengadilan agar
memiliki kekuatan hukum yang sama seperti Putusan Perdamaian, dapat dilakukan dengan
cara Mediator (bersertifikat) mengajukan gugatan ke pengadilan ke pengadilan, vide Pasal
36 ayat (1) Perma Mediasi. Namun, cara tersebut dapat menimbulkan potensi persengketaan
baru diantara para pihak, mengingat ciri perkara gugatan adalah adanya sengketa (contentious
Jjurisdiction), setidaknya akan adanya sebutan pihak Penggugat melawan Tergugat. Namun
demikian, di dalam praktek mediasi di luar pengadilan ternyata telah ada model Arbitration
Award atau cara Hybrid Med-Arb, yaitu bentuk kombinasi Mediasi-Arbitrase, dimana proses
mediasi dilaksanakan dalam forum Arbitrase. Sehingga hasil mediasi berupa Kesepakatan
perdamaian akan diperoleh dalam bentuk Putusan Arbitrase. Sesuai dengan ketentuan dalam
UU No. 30 Tahun 1999, maka putusan dimaksud bersifat final and binding disertai irah-
irah dan terhadap Putusan dimaksud kemudian didaftarkan pada pengadilan negeri, maka
kedudukannya menjadi sama seperti Putusan Perdamaian yang berkekuatan hukum tetap dan

memiliki kekuatan eksekutorial.
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